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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana pengaturan dalam 
tindak pidana lingkungan hidup menurut 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dan bagaimana 
pertanggungjawaban dalam tindak pidana 
lingkungan hidup menurut Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Tindak pidana 
lingkungan hidup, mencakup perbuatan 
disengaja maupun yang tidak disengaja. Pasal 
97 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, 
disebutkan bahwa, “Tindak pidana dalam 
Undang-Undang ini merupakan kejahatan”. 
Subjek hukum dalam Undang-Undang No. 32 
Tahun 2009disebutkan pada Pasal 1 angka 32 
yaitu “Setiap orang adalah orang perseorangan 
atau badan usaha, baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum”. Apabila 
diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009  ini adalah orang, 
badan hukum, dan tidak berbadan hukum. 
Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum 
maksudnya adalah korporasi. 2. Ketentuan 
Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, di 
dalam penjelasannya dipertegas dengan 
maksud dikatakan bertanggung jawab itu. 
Bahwa yang dimaksud dengan bertanggung 
jawab di sini adalah peratnggungjawaban 
mutlak atau lebih dikenal dengan asas strict 
liability. Pertanggungjawaban demikian dalam 
pasal ini adalah unsur kesalahan tidak perlu 
dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar 
pembayaran ganti rugi. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di 
atas, jelaslah bahwa dalam lingkungan hidup 
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dibebankan peratnggungjawaban dengan asas 
baru ini yaitu strict liability. Dimana 
Pencemaran dan perusakan terhadap 
lingkungan, adalah tanggung jawab (liability) 
terhadap perusak/pelaku kerusakan atas 
lingkungan hidup itu sudah semestinya 
dibebankan, apa dan siapapun subjek 
hukumnya, baik jumlah dalam skala kecil 
maupun besar, baik rakyat, pemerintah 
maupun perusahaan, dan lain-lain. 
Kata kunci: Pengaturan dan 
pertanggungjawaban, tindak pidana, 
lingkungan hidup 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum 
secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 
(setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); 
“Negara Indonesia adalah negara hukum.3 
Terdapat kewajiban pemerintah untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan negara, 
sebagaimana yang termuat dalam alinea 
keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; 
“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan melaksanakan 
ketertiban dunia”.4 Tujuan-tujuan ini 
diupayakan perwujudannya melalui 
pembangunan yang dilakukan secara bertahap 
dan berkesinambungan dalam program jangka 
pendek, menengah, dan panjang. 
Pembangunan dibidang hukum dalam 
Negara Indonesia didasarkan pada atas 
landasan sumber tertib hukum seperti 
terkandung dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Pembangunan dan 
pembinaan dibidang hukum diarahkan agar 
mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan 
tingkat kemajuan pembangunan disegalah 
bidang, sehingga dapatlah diciptakan 
ketertiban dan kepastian hukum dan 
memperlancar pelaksanaan pembangunan.5  
Lingkungan hidup merupakan bagian yang 
mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata 
lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari 
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kehidupan manusia. Manusia mencari makan 
dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya 
dan ketersediaan atau sumber-sumber yang 
diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan 
alam sebagai sumber pertama dan terpenting 
bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. 
Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang 
menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan 
seperti beras, jagung, tomat. Manusia makan 
daging hewan, yang juga merupakan bagian 
dari lingkungan. 
Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan 
tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau 
tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan 
pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau 
bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya 
sendiri berupa hasrat atau keinginan. Dengan 
demikian, dapat kita pahami, bahwa manusia 
dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup 
dalam kesendirian. Bagian-bagian atau 
komponen-komponen lain, mutlak harus ada 
untuk mendampingi dan meneruskan 
kehidupan atau eksistensinya.6  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang 
mengatur secara lebih menyeluruh tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Undang-
Undang ini adalah adanya penguatan yang 
terdapat dalam Undang-Undang ini tentang 
prinsip-prinsip Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang didasarkan pada tata 
kelola pemerintahan yang baik karena dalam 
setiap proses perumusan dan penerapan 
instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau 
kerusakan lingkungan hidup serta 
penanggulangan dan penegakan hukum 
mewajibkan pengintegrasian aspek 
transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan 
keadilan. Tindak pidana lingkungan hidup dapat 
pula ditelaah terhadap pasal-pasal dalam 
UUPPLH 2009, dimana dalam Pasal 60 
disebutkan, “Setiap orang dilarang melakukan 
dumping limbah dan/atau bahan ke media 
lingkungan hidup tanpa izin”.7 Dan juga 
Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) 
bahwa tindak pidana lingkungan hidup itu 
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 Penjelasan pasal 69 ayat 1 UU No 32 Tahun 2009 tentang 
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merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
Undang-Undang dalam konteks “mencemarkan 
atau merusak lingkungan”.8 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut 
di atas, terdorong Penulis untuk mengangkat 
skripsi dengan judul : 
“Pengaturan Dan Pertanggung Jawaban Dalam 
Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup”. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Pengaturan Dalam Tindak 
Pidana Lingkungan Hidup Menurut 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup? 
2. Bagaimanakah Pertanggung Jawaban 
Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup 
Menurut Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup?  
 
C. Metode Penulisan 
Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau 
disebut juga dengan penelitian normatif. 
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 
yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa 
penelitian normatif ialah suatu penelitian yang 
mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan 
– ketentuan hukum positif maupun asas – asas 
hukum umum. Penelitian hukum normatif 
merupakan penelitian dengan mendasarkan 
pada bahan hukum baik primer maupun 
sekunder. 
 
PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan 
Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 
Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula 
ditelaah terhadap pasal-pasal dalam UUPPLH 
2009, dimana dalam Pasal 60 disebutkan, 
“Setiap orang dilarang melakukan dumping 
limbah dan/atau bahan ke media lingkungan 
hidup tanpa izin”.9 Kemudian dapat diambil lagi 
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ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan 
bahwa setiap orang dilarang:10 
1. Melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup; 
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut 
peraturan Perundang-Undangan ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
3. Memasukkan limbah yang berasal dari 
luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ke media lingkungan hidup 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
5. Membuang limbah ke media lingkungan 
hidup; 
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media 
lingkungan hidup; 
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke 
media lingkungan hidup yang 
bertentangan dengan peraturan 
Perundang-Undangan atau izin 
lingkungan; 
8. Melakukan pembukaan lahan dengan 
cara membakar; 
9. Menyusun amdal tanpa memiliki 
sertifikat kompetensi penyusun amdal; 
dan/atau; 
10. Memberikan informasi palsu, 
menyesatkan, menghilangkan informasi, 
merusak informasi, atau memberikan 
keterangan yang tidak benar.11 
Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) 
di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana 
lingkungan hidup itu merupakan perbuatan 
yang dilarang oleh Undang-Undang dalam 
konteks “mencemarkan atau merusak 
lingkungan”. Mencemarkan atau merusak 
lingkungan, menurut Alvi Syahrin,  merupakan 
genus atau rumusan umum, mejadi species 
atau rumusan khususnya dapat dilihat dari 
berbagai ketentuan di dalam pasal-pasal 
UUPPLH 2009.12 
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Dirujuk kepada Pasal 69 ayat (1) di atas, 
dalam angka 1 disebutkan ”melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Inilah 
yang disebut dengan genus tindak pidana 
lingkungan hidup. Akan tetapi mulai dari angka 
2 sampai dengan angka 10 merupakan species 
tindak pidana lingkungan hidup. 
Penafsiran di dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 
99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 
102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, 
Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 
111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 114, 
Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 
119, dan Pasal 120 UUPPLH 2009, merupakan 
ketentuan yang menggariskan species-species 
tindak pidana lingkungan hidup tersebut. 
Berdasarkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 
120 di atas, dapat diketahui bentuk-bentuk 
tindak pidana yang dikenal di dalam UUPPLH 
2009. dalam Pasal 98 ayat (1), disebutkan 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya 
baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku 
mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup”. 
 
B. Pertanggung Jawaban Dalam Tindak Pidana 
Lingkungan Hidup Menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 
Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009 disebutkan 
bahwa, “Setiap orang adalah orang 
perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 
hukum”. Ketentuan ini memberikan batasan 
kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup 
mencakup sangat luas sekali sebab meliputi 
setiap orang, badan usaha, baik yang berbadan 
hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
Jadi, dapat dipahami bahwa Pasal 1 angka 32 
UUPPLH 2009 mengisyaratkan bukan saja orang 
akan tetapi suatu organisasi (kumpulan orang) 
pun dapat dikenakan sanksi pidana lingkungan 
hidup termasuk di dalamnya korporasi, 
perusahaan, organisasi-organisasi baik 
organisasi pemerintahan maupun swasta.13 
Penentuan ajaran bahwa korporasi dapat 
dijadikan pelaku atas suatu tindak pidana 
lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 116 
ayat (1) UUPPLH 2009, disebutkan bahwa, 
                                                          
13
 Penjelasan pasal 1 angka 32 UU No 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017 
 
33 
“Apabila tindak pidana lingkungan hidup 
dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan 
usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana 
dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau 
orang yang memberi perintah untuk melakukan 
tindak pidana tersebut atau orang yang 
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam 
tindak pidana tersebut”. 
Penjatuhan sanksi terhadap suatu korporasi 
dapat dipidana disebutkan dengan jelas dalam 
ketentuan Pasal 118 UUPPLH 2009 yaitu bahwa 
”Terhadap tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, 
sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha 
yang diwakili oleh pengurus yang berwenang 
mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai 
dengan peraturan Perundang-Undangan selaku 
pelaku fungsional”.14 
Pasal 118 UUPPLH 2009 ditegaskan tentang 
teknis sistem pertanggungjawaban pidana 
korporasi apabila dijatuhkan kepada badan 
usaha tertentu maka sanksi pidana bagi 
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus yang 
berwenang mewakili korporasi dimaksud. Oleh 
sebab itu, jelaslah bahwa korporasi (badan 
usaha) yang beroperasi dan menyebabkan 
gangguan sistem lingkungan sehingga 
lingkungan hidup menjadi tercemar 
menyebabkan masyarakat di sekitar terinfeksi 
pencemaran tersebut, maka terhadap korporasi 
itu dapat dipidana melalui pengurus-
pengurusnya. 
Lebih jelasnya istilah “korporasi” disebutkan 
dalam UUPPLH 2009 ditemukan pada 
penjelasan umum tepatnya pada angka 6 
disebutkan bahwa penegakan hukum pidana 
dalam Undang-Undang ini memperkenalkan 
ancaman hukuman minimum di samping 
maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan 
bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan 
penegakan hukum pidana, dan pengaturan 
tindak pidana korporasi. Penegakan hukum 
pidana lingkungan tetap memperhatikan asas 
ultimum remedium yang mewajibkan 
penerapan penegakan hukum pidana sebagai 
upaya terakhir setelah penerapan penegakan 
hukum administrasi dianggap tidak berhasil. 
Penerapan asas ultimum remedium ini hanya 
berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, 
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yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku 
mutu air limbah, emisi, dan gangguan.15 
Apabila ditelusuri lebih jauh, pasal-pasal 
dalam UUPPLH 2009 tersebut bahkan pada 
penjelasan umumnya, hanya ditemukan satu 
saja istilah “korporasi” dipergunakan dalam 
UUPPLH 2009. Akan tetapi lebih banyak 
disebutkan istilah badan usaha, atau badan 
hukum, atau bukan badan hukum. Dari istilah 
badan usaha, badan hukum dan bukan badan 
hukum dapat diambil kesimpulan bahwa yang 
dimaksudkan itu adalah korporasi. 
Mengenai pertanggungjawaban korporasi 
sebagai subjek hukum dalam Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 
2009), sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya dan sesuai dengan perkembangan 
subjek hukum saat ini, maka terhadap pelaku 
atau korporasi dapat dibebankan 
pertanggungjawaban berdasarkan asas atau 
doktrin strict liability atau dalam istilah bahasa 
Indonesia disebut dengan pertanggungjawaban 
mutlak.16 
Dasar pokok untuk menentukan penerapan 
pertanggungjawaban mutlak dalam perkara 
pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh 
korporasi, pada prinsipnya tidak bersifat 
generalisasi. Jadi, tidak terhadap semua tindak 
pidana boleh diterapkan. Akan tetapi, lebih 
bercorak khusus, kekhususan itu adalah: 
1. Ketentuan Undang-Undang itu sendiri 
yang menentukan atau paling tidak 
Undang-Undang sendiri cenderung 
menentu penerapan strick liability; 
2. Kebanyakkan orang berpendapat bahwa 
penerapan hanya ditentukan terhadap 
tindak pidana yang bersifat larangan 
khusus atau tertentu; 
3. Penerapan strict liability dikhususkan 
kepada tindak pidana yang luar biasa 
(extra ordiary crime) sehingga 
penangannya pun harus luar biasa (extra) 
pula.17 
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Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan 
strick liability, dapat dikemukakan beberapa 
patokan, antara lain: 
1. Perbuatan itu tidak berlaku umum 
terhadap semua jenis tindak pidana, 
tetapi sangat terbatas dan tertentu 
terutama mengenai kejahatan anti sosial 
atau yang membahayakan sosial; 
2. Perbuatan itu benar-benar melawan 
hukum (unlawful) yang sangat 
bertentangan dengan kehati-hatian yang 
wajibkan hukum dan kepatuhan; 
3. Perbuatan tersebut dilarang dengan 
keras oleh Undang-Undang karena 
dikatagorikan sebagai aktivitas atau 
kegiatan yang sangat potensial 
mengandung bahaya kepada kesehatan, 
keselamatan dan moral publik; dan 
4. Perbuatan atau aktifitas tersebut secara 
keseluruhan dilakukan dengan cara tidak 
melakukan pencegahan yang wajar.18 
Patokan tersebut di atas dapat lebih 
disingkat standarisasinya sebagaimana yang 
ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini, sebagai 
berikut: 
1. Perbuatan bersifat terbatas dan tertentu; 
2. Perbuatan merupakan tindakan yang 
dilarang tegas oleh Undang-Undang; 
3. Perbuatan yang dilakukan nyata-nyata 
melanggar hukum; 
4. Perbuatan yang dilakukan sangat 
potensial mendatangkan bahaya 
terhadap kesehatan, keselamatan atau 
moral masyarakat.19 
Dalam UUPPLH 2009, dasar penentuan strict 
liability sebagai dasar dalam 
pertanggungjawaban pidana secara mutlak, 
terdapat dalam Pasal 88 UUPPLH. Dimana 
adalam Pasal 88 UUPPLH 2009 ditentukan 
bahwa ”Setiap orang yang indakannya, 
usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan 
B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah 
B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman 
serius terhadap lingkungan hidup bertanggung 
jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa 
perlu pembuktian unsur kesalahan”.20 
Ketentuan Pasal 88 UUPPLH 2009, di dalam 
penjelasannya dipertegas dengan maksud 
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dikatakan bertanggung jawab itu. Bahwa yang 
dimaksud dengan bertanggung jawab di sini 
adalah peratnggungjawaban mutlak atau lebih 
dikenal dengan asas strict liability. 
Pertanggungjawaban demikian dalam pasal ini 
adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan 
oleh pihak penggugat sebagai dasar 
pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini 
merupakan lex specialis derogat lex generalis 
dalam gugatan tentang perbuatan melanggar 
hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti 
rugi yang dapat dibebankan terhadap 
pencemar atau perusak lingkungan hidup 
menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai 
batas tertentu. Sampai batas waktu tertentu 
maksudnya adalah jika menurut penetapan 
peraturan Perundang-Undangan ditentukan 
keharusan asuransi bagi usaha dan/atau 
kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia 
dana lingkungan hidup.21 
Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UUPPLH 
2009 di atas, jelaslah bahwa dalam lingkungan 
hidup dibebankan peratnggungjawaban dengan 
asas baru ini yaitu strict liability. Dimana 
Pencemaran dan perusakan terhadap 
lingkungan, adalah tanggung jawab (liability) 
terhadap perusak/pelaku kerusakan atas 
lingkungan hidup itu sudah semestinya 
dibebankan, apa dan siapapun subjek 
hukumnya, baik jumlah dalam skala kecil 
maupun besar, baik rakyat, pemerintah 
maupun perusahaan, dan lain-lain. Kebakaran 
hutan merupakan salah satu contoh kasus 
pencemaran lingkungan hidup, yang 
mengakibatkan terjadinya kerugian baik pada 
manusia maupun pada lingkungan hidup itu 
sendiri dengan adanya asap tebal yang 
berbahaya bagi kesehatan fisik seseorang 
sehingga harus mengeluarkan biaya untuk 
memulihkan kondisi fisik alam tersebut. Contoh 
kedua adalah luapan lumpur lapindo dari 
kegagalan operasional PT. Lapindo Brantas Tbk 
di Sidoarjo yang telah banyak memakan korban 
pencemaran lingkungan baik manusia, hewan, 
tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, udara, air 
dan lain-lain. Apabila badan hukum atau badan 
usaha atau suatu korporasi tersebut dinyatakan 
melakukan tindak pidana, maka permasalahan 
selanjutnya bagaimana pertanggungjawaban 
suatu perusahaan berbadan hukum tersebut 
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dan bagaimana menentukan kesalahan baik 
para pengurus atau badan hukum itu sendiri. 
Dalam hal ini, jelas bahwa terhadap PT. Lapindo 
Brantas Tbk tersebut tidak mesti dibuktikan 
kesalahannya atas perbuatan yang 
dilakukannya sehingga terjadinya pencemaran 
lingkungan. Oleh karena penerapan asas strict 
liability terhadap perusahaan (PT. Lapindo 
Brantas Tbk) tersebut, maka perusahaan itu 
sudah jelas bersalah dan dapat dituntut baik 
secara pidana maupun secara perdata melalui 
ganti kerugian. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Tindak pidana lingkungan hidup, 
mencakup perbuatan disengaja maupun 
yang tidak disengaja. Pasal 97 Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009, disebutkan 
bahwa, “Tindak pidana dalam Undang-
Undang ini merupakan kejahatan”. 
Subjek hukum dalam Undang-Undang 
No. 32 Tahun 2009disebutkan pada Pasal 
1 angka 32 yaitu “Setiap orang adalah 
orang perseorangan atau badan usaha, 
baik yang berbadan hukum maupun yang 
tidak berbadan hukum”. Apabila 
diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek 
hukum dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009  ini 
adalah orang, badan hukum, dan tidak 
berbadan hukum. Berbadan hukum dan 
tidak berbadan hukum maksudnya 
adalah korporasi. 
2. Ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 
32 Tahun 2009, di dalam penjelasannya 
dipertegas dengan maksud dikatakan 
bertanggung jawab itu. Bahwa yang 
dimaksud dengan bertanggung jawab di 
sini adalah peratnggungjawaban mutlak 
atau lebih dikenal dengan asas strict 
liability. Pertanggungjawaban demikian 
dalam pasal ini adalah unsur kesalahan 
tidak perlu dibuktikan oleh pihak 
penggugat sebagai dasar pembayaran 
ganti rugi. Berdasarkan ketentuan Pasal 
88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di 
atas, jelaslah bahwa dalam lingkungan 
hidup dibebankan peratnggungjawaban 
dengan asas baru ini yaitu strict liability. 
Dimana Pencemaran dan perusakan 
terhadap lingkungan, adalah tanggung 
jawab (liability) terhadap perusak/pelaku 
kerusakan atas lingkungan hidup itu 
sudah semestinya dibebankan, apa dan 
siapapun subjek hukumnya, baik jumlah 
dalam skala kecil maupun besar, baik 
rakyat, pemerintah maupun perusahaan, 
dan lain-lain. 
 
B. Saran  
1. Diharapkan kepada pihak pembuat 
Undang-Undang untuk dapat 
mencantumkan sanksi yang lebih berat 
lagi dalam sistem pemidanaan di 
Indonesia yaitu sanksi pidana mati bagi 
pelaku untuk kriteria tindak pidana 
lingkungan yang berdampak sangat 
parah terhadap masyarakat luas, 
menimbulkan kerugian yang cukup 
banyak baik materil maupun immateril. 
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan 
lembaga-lembaga terkait agar tetap 
mensosialisasikan Undang-Undang No. 
32 Tahun 2009 ini khususnya mengenai 
eksistensi ”kesalahan” tidak mesti harus 
dipenuhi di dalam tindak pidana 
lingkungan hidup sebab masih banyak 
orang-orang dan korporasi yang belum 
sepenuhnya memahami hal tersebut. 
Buktinya masih banyak kasus-kasus 
pengelolaan limbah yang seakan-akan 
korporasi tidak mau peduli dengan 
pengolahan limbah tersebut. Dan juga 
diharapkan dalam penerapan tanggung 
jawab mutlak terhadap pelaku tindak 
pidana lingkungan hidup, tidak 
membeda-bedakan siapa pelakunya, baik 
terhadap masyarakat, maupun terhadap 
pemerintah sebagi subyeknya harus 
diadakan persamaan di hadapan hukum 
tanpa dibedakan latar belakangnya. 
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